BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu

sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi

alarri irang terkandung

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

penting bagi kehidupan manusia. Untuk mendapatkan hak atas tanah sebagai

penunjang kebutuhan manusia bisa dilakukan dengan proses peralihan hak atau
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), seperti:



a. Jual Beli

b. Tukar Menukar

c. Hibah

d. Pemberian menurut adat

e. Pemasukan dalam perusahaan inbreng

Tanggungan

nh — Wasiat atau /egga

kemungkinan akan adanya konflik kepentingan yang membutuhkan penertiban

dan pengaturan dalam penggunaannya. Untuk menghindari hal ini perlu dibuat

' Aritha Hersila Rumbiak, Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah, Tesis, hlm. 9

2 Soedjarwo Soeromihardjo, 2009, Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria, Cerdas
Pustaka, Jakarta, hlm. 27.



Lembaga yang berwenang untuk mengatur dan memelihara ketertiban hukum
berkenaan dengan pemanfaatan tanah tersebut. Berdasarkan kepentingan akan
tanah dan konflik yang akan terjadi dikemudian hari maka penting untuk
membuat dan menerapkan aturan hukum sebagai norma untuk menata perbuatan

hukum.

n, penggunaan,
8] : asa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-
besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan




kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah.”

Hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa yang dijelaskan dalam

memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencapai

tujuan tersebut, sasaran pemerintahan dalam mengelola pertanahan adalah catur

3 Urip Santoso, 2010, Pendafiaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, hlm. 48.

4 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm. 72-73.



tertib pertanahan yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan,
tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.’
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA
telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah

di seluruh Indonesia.®

,‘ atas tanah dan ke

~

1313 pendafta

N
1‘ .:‘
\ ‘; ‘) Peihecrinta

Bhun 1997 te > Pe ) aturan

p/Kepala Badan Pertanahan NaSign moetr 5 fahlin 1997.

Pengertian Pendaftaran Tana an _dalam Pasal 1

[] d
ysiiine perDmeepttiang-bidang tanah
yang sudah ada haRwseNdap@hak < atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya”.

5 Adrian Sutedi, 2009, Tinjauan Hukum Pertanahan, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2.

® Azizah dan Muhammad Agus Salim, Tinjauan Hukum Terhadap Proses Balik Nama
Sertipikat Tanah yang Tidak Memiliki Dokumen Lengkap, Jurnal Hukum Uniski Vol. 11 No 2 2007,
hlm 142.



Dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah, pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran
tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
yang dilakukan serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang

belum di daftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau

ain yang ditugaskan untuk

melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu menurut  Peraturan
Pemerintah ini dan peraturan  perundang-undangan yang

bersangkutan.”

7 Boedi Harsono, 1997, Seminar Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997
(isi dan penjelasannya), hlm. 5.



Dalam melakukan pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah
membantu untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti peralihan hak atas
tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah didalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa:

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

8 Areini Airin Mokoagow, Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Jual Beli Tanah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lex Privatum Vol. V/N0.4/2017, hlm 21.



Dalam melakukan tugasnya Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta

Tanah. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka

1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

N Tterl Agraria/Ke

un 199 “‘. DJAA N —

IS R "‘@ w}, (Weee=SCl1ap daerah kerja

PPAT dengan mempe piaedeior-faktor sebagai berikut:

a. Jumlah kecamatan didaerah tersebut;

b. Tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;

c. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat didaerah yang
bersangkutan;

d. Frekwensi peralihan hak di daerah yang bersangkutan dan prognosa
mengenai pertumbuhannya;

e. Jumlah rata-rata akta PPAT yang dibuat didaerah kerja yang
bersangkutan.”




Pada prinsipnya didalam suatu wilayah kecamatan ada seorang PPAT.
Untuk suatu wilayah yang belum dipenuhi formasi pengangkatan PPAT, maka
dapat ditunjuk Camat sebagai PPAT sementara.’ Hal ini dijelaskan dalam Pasal
3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor

4 Tahun 1999 tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

Dalam prakteknya sa S ..‘ g yang hanya

~

) PPAT dalam Kg LK "y‘ ’\ lauan Me

\1' \j yang t
N )

epul kabupaje
ki luas sebesar 6.033 (enamfrity )
jat sebagai ibu kota Kabupate

esar ya¥t

ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di pulau Sipora yang mana

seluruh wilayah perkantoran berada disana. Dengan luasnya wilayah yang

° Sumarja, Analisis Penetapan Formasi Jabatan PPAT di Kabupaten Tanggamus, Fiat
Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No 2 2007, hlm 161.



dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai
hanya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah. !

Melihat kondisi wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini
dengan adanya 1 (satu) PPAT, penulis tertarik untuk melihat bagaimana

pelaksanaan dan tantangan yang dimiliki oleh PPAT di Kabupaten Kepulauan

Mentawai dalaig Alanka TT“A smﬁ

s€ouan tcs

C. Tujuan Penelitian

Owikipedia Indonesia, diakses dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 30 Maret Pukul 22.15
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https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Mentawai

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan
yang hendak jelas ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai
berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Kedudukan PPAT di Kabupaten

Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugasnya.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat terkait pemahaman tentang
Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah berdasarkan Akta PPAT di

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

11



b. Bagi pemerintah, dapat menyusun aturan yang lebih khusus dan membuat
aturan pelaksana lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung terkait
Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah berdasarkan Akta PPAT di
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

E. Keaslian Penelitian

P

akta yang dibuat

gngend
Qya
My W
hatl

oleh PPAT.
Karena tanpa
adanya akta
PPAT,

kepentingan dari
pihak ketiga
maupun  Badan
Pertanahan

12



Nasional
sendiripun tidak
dapat dilakukan.
Mengingat akta
PPAT merupakan
bukti yang
diharuskan oleh
Perundang-
undangan

Ekasari

Pendaftaran
Peralihan
Atas

oleh PPAT.
PPAT akan
memeriksa Surat
Tanda Terima
Setoran (STTS)
dan Surat
Pemberitahuan

Pajak  Terutang
(SPPT) PBB.

13



Pemeriksaan ini
dilakukan untuk
memastikan
bahwa tidak ada
tunggakan
pembayaran
PBB. Sekaligus
untuk
menghitung
biaya-hiayz

menjadi sertipikat
hak milik bagi
pemegang  hak
atas tanah yang
baru. Setelah
diproses
pendaftaran
selanjutnya
menunggu

14




verifikasi data
dari Kantor
Pertanahan untuk
penerbitan
sertipikat

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian di atas jelas perbedaannya

dengan permasalahan yang gkaggilal aa) penelitian ini. Oleh karena itu

tesis

denghf asas-asas keilmuan,

PPAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai penulis menggunakan teori

kewenangan. Hal ini yang menjadi rumusan masalah pertama yaitu
bagaimana Kedudukan PPAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam
menjalankan tugasnya dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana

pelaksanaan akta PPAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
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Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris,
yaitu authority of theory, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda,
yaitu theorie van het gezag, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu
theorie der autoritat. Sedangkan teori kewenangan dalam bahasa

Indonesia berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Pada

Qistribusi wewenang utamanya

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.!!

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang

diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda

1 Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.
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pemerintahan. Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang
melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan

pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat

hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut

mandat.!?

b. Teori Kepastian Hukum

12 Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, hlm.194.
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Teori kepastian hukum penulis gunakan untuk menganalisa proses
pendaftaran tanah yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Kepulauan
Mentawai. Hal ini yang menjadi rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana

proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten

Kepulauan Mentawai.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil

bukan sekedar hukum yang buruk.'3

13 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009,
Kamus Istilah Hukum, Jakarta, hlm. 385
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Menurut Jan M. Otto mengenai kepastian hukum yang disyaratkan
menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih,
konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut
haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat

ano konpsisten serta dapat tunduk f

taat kepadanya.

menyetujui

menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan

keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang

14 Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. him. 28
15 Ibid
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berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap
individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang
berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari
sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan

jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.'¢

%INB.AT‘AS

pYinya. Sehingga, masyaraka

yang berbunyi:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,

16 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 158

20



termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Objek pendaftaran tanah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:
a. bldang -bidang tapabsang dinyunvai dengan hak milik, hak guna

d. hak m111k atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan;
f. tanah negara.”

ejabat Pembuat Ak

pegawai yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dijelaskan dalam Pasal 1

angka 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
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Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, yang menggantikan Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999, yang

berbunyi:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara mempunyai kewenangan
membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua
perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
dengan daerah kerja didalam wilayah kerjanya”

22



Menurut penjelasan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10
Tahun 1961, bahwa apabila untuk sesuatu Kecamatan belum ditunjuk
seorang Pejabat secara Khusus, maka Camat karena Jabatannya menjadi
Pejabat Pembuat Akta Tanah, artinya Camat tidak memerlukan surat

keputusan dari Menteri Agraria. Maka dapat disimpulkan bahwa yang

Akta Tanah Sementara ditunjuk langsung karena jabatannya

eiring dengan perkepak .‘ sia dan untuk

A -
. g
epastian hukum DaSatPe nbuat ARt

)
) ‘)j an olef

ementara me ] k

‘ ‘\)
Badan PertanahanfiN@sional )

Dasar _hukum pengdhgkd! gjabaty Pembuat Akt

bementara dinyatakan dalam Pasa an Kepala Badan Pqrig

oub donesi?

lagi sebagai Camat atau Kepala Desa, atau bagi yang bersangkutan dapat
diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia. Dasar hukum yang menjelaskan hal ini terdapat dalam Pasal 8
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ayat (1) huruf a sampai dengan huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
H. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Tanah berdasarkan A

akteknya di lapang

2. t Penelitian

Berdasarkan an ya maka
pielitian yang dilakukan bersifalSge iianalitigl Penelitian ¢agkriptif
#itis artinya hasil penelitian ini b nemberikan gambardrfisecara

tentang

3. JentNigY Suiiftcldanl®
)OS

Data yang dibutu an ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

17 Ali Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him 105.
18 Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penulisan Hukum, Ul Press, Jakarta, him.10.
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.'
Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan adalah hasil wawancara
dan observasi serta pembagian responden. Data tersebut penulis dapatkan

melalui hasil penelitian pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Mentawai dan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah berdasarkan Akta

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

19 Ibid.

20 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
hlm.37.

2l Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him. 103.
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e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

literatur-literatur, hasil pefcila

hukum, dan lain-lain.

njang

{ tersier

Untuk mendapatkaNseigfg G ; -‘, gkap dan menyeluruh dalam

penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Studi Dokumen

22 Ibid.
2 Ibid, him. 104.
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Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan
mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik
buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan
dengan topik, fokus atau variabel penelitian.?* Dokumen yang
dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan

mgan Akta PPAT di

b) Wawancara

Wawancara ada

informasi 3

24 Widodo, 2017, Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm.75.

25 Ibid, hlm. 74.

26 Almasdi Syahza., 2021, Metodologi Penelitian, Edisi Revisi. Unri Press, Pekanbaru, him.
45.

27



Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan
data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.?’” Dalam
pengolahan data penulis menggunakan cara editing yaitu teknik
mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah

diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk

mudah dipahami.

b) Analisis Data

melalui wawancara dan studi dokumen analisis secara kualitatif,

yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi

27 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
72.
28 Burhan Ashshofa, Op Cit, hlm. 66.
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data kebenarannya. Kemudian hasil dari analisis data ini dapat
dipergunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah dalam
penelitian yang berjudul Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah

berdasarkan Akta PPAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

UNWERSITAS ANDAL 4 S
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